WALIKOTA BITUNG

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 4% TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja
. untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya;

b. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana
dimaksud pada huruf a yaitu untuk tanggap darurat
dalam rangka pencegahan gangguan terhadap
stabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  demi
terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat di daerah,;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan
bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
belanja tidak terduga untuk tanggap darurat
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

. d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja
Tidak Terduga;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008




-

omor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
wonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahurn 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Heuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
ndonesia Tahun 2003 Normor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomm 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
srbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
‘onesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
¢gara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Fenanggulangan Bencana {lLembaran Negara Republik
. eiuut‘blq fahun 2007 "Jovmr 43, Tambahan Lembaran
~egara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
nbentulan Pu‘fa turan Perundang-undangan
«mbaran Negara Republil ¢ Indonesia Tahun 2011
r 82, tﬂﬁlh'&ha!} Lembaran  Negara Republik
Iesia I\mmal S 34

w

ALUran _i—"t.:*z't'it*z"?z' ahh Nomor 58 Tahun 2005 tentang
wgelolasn Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
ublile Ez donesia Tahun 2005  Nomor 140,
ambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Feraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2008
wntang Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana
(embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor <2, Tambahan Lembaran Negara Republik
donesia Nomor 4828);
aturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
ngadaan 5"33&'"&?.‘1%3;’ Jasa Pemerintah sebagaimana
1 beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
sidenn Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
g atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
ang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
L1, Heraruran Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
= rn Pengelolaan  Keuangan  Daerah
telah bah»::é:apa kali diubah terakhir
tturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
tentang  Perubahan Kedua Atas
1 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
lolaan Keuangan Daerah;

e

10.

Her

12, m Negeri Nomor 1 Tahun 2014
>duk Hukum Daerah (Berita
donesia Tahun 2014 Nomor 32);
13, sacrah Kota Bio

Pokok-pokok Penge
Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 2);
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" Walikota adalah Walike

MEMUTUSKAN

URAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Dacrah adwah imtz: tung.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah  daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam  sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalal: Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

ota Bitung.

. Dewan Perwakila Kakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya
disingkat DPRD ads :_irz lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemeriniah da
Sekretaris Daerab
Inspektur adalah [> :

Pertolongan Daru : payva yang dilakukan dengan segera
untuk mencegah meluasnys dampak bencana atau memperkecil dampak
jumlah korban.

Pengadaan Air Bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih
termasuk di dalanm mela ku}izm 13 3¢S pen}faringan_,

Pangan adalah mx: oan untuk korban bencana.
Keuangan Daerah ada dh semua hcﬂf fima kewajiban daerah dalam rangka
penyelengga dacrah vyang dapat dinilai dengan
uang termasuk ala bentuk kekayaan yang
berhubua;g:—m 'n hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran lania Daerah vang selanjutnya disingkat
APBD ad wahunan pemerintahan daerah yang
dibahas da . oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan d . dacrah.

Pejabat Pengelola Daerah vang selanjutnya disingkat PPKD
adalah i . pengelola keuangan daerah  yang
mempunyai  tugas csanakan  pengelolaan APBD dan  bertindak
sebagai hendaha

Satuan } Omerah vang selanjutnya disingkat
SKPKD " pads  Pemerintah Daerah yang
melaksanaxan pe

Satuan K Pers 1ng "“{1111 itnya  disingkat SKPD
adalah pe werintah  daerah selaku pengguna
anggaran/barang

Tim Anggaran Dacrah vang selanjutnya  disingkat TAPD

adalah tim  var
dipimpin oleh
serta melaksanaks

dengan keputul ":5513'1 kepala daerah dan
ah vang mempunyai tugas menylapkan
kepala  daerah  dalam  rangka

o
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" Dokumen Pelakss )
. DPA-PPKDD  merupskan dokumen  pelaksanaan  anggaran  badan

penyusunan APBI
daerah, PPKD dan
Rencana Kerja dan An
adalah  rencana
Bendahara Umum
Rencana ﬁ ja d
adalah
program, f&t:?;‘;ia‘i;s

nggotanya terdiri dari pejabat perencana
:r_"e*_i;az' I: innya sesuai dengan kebutuhan.

aran PPKD vang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
dan 'mg aran  badan keuangan selaku

D yang selaniutnya disingkat RKA-SKPD
3 dan  penganggaran vang  berisi
an BkPD.
PPKID> wvang selanjutnya disingkat
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
Dokumen Pelaksan2an gac: SKPD vang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD  meru dokumen  yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKE sunakan sebagal dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran
Organisas: kemasvarakats
masyarakat Wargs
dasar kesamaan
terhadap Tuhan
pembangunan
Negara Kesatuan

crganisasi yang dibenmk oleh anggota
membu«: indonesia secara sukarela atas
i, fungsi, agama, dan kepercayaan

Esa, untuk berperan serta dalam
mf,nuipm tyjuan nasional dalam wadah
ionesia  yang  berdasarkan  Pancasila

termasuk ’;’}{."?I.'if:‘..’i"-_'_f‘ii'. an yang bersifat nasional
dibentuk aturan perundang-undangan,

‘-f%*’-‘lan'i a T
i (KE{ J} 253
bencana

wiia untuk keglatan yang sifatnya
serulang sepertli penanggulangan
1, termasuk pengembalian

ditutup.
Lembaga
dibentuk oleh
s3ecara su

. organisasi/lembaga  vang
Warga Negara Republik Indonesia
e berminat serta bergerak

di bidang 1 oleh organisasiflembaga
sebagal n upaya meningkatkan

Asya it vang menitikberatkan
. dan terdaltar secara resmi pada
mesalah organisasi, lembaga swadaya
ma ‘,amk&.‘,‘

Bencana adalah peristiwa atan rargkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam, manusi aleh  kedusnva yang mengakibatkan
korban keruglan harta benda, kerusakan
Iingkungan, prasarana dan fasilitas umum
serta T}"E,-t;.,ri],"}"!:i i terhadap tata kehidupan dan penghidupan
ﬂ"dh*x’a“u, 3

Bencana :
serangkeai

tibatikan oleh peristiwa atau
alarn antara lain berupa
v, kekeringan, angin

Hencana
serangka
konflik sosial

Ieror.

no diakibatkan oleh peristiwa atau
ckan oleh manusia yang meliputi
antar komunitas masyarakat, dan

Surat Perintah T‘wf"”‘e;T“-‘""“‘%"
adalah ¢

» yvang selanjutnya disingkat SPM-LS
olelhh  pengguna anggaran/kuasa




pengguna anggaran uniuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD kepada pihak

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya disingkat PPKD
n renje pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
KPKD yvang mempunyai ‘tugas melaksanakan
tindak sebagal bendahara umum daerah.
utnva disingkat BUD adalah PPKD

disebut dengan k
pengelolaan APBD ¢
Bendaha
yang bertindak ds

)
4

i

Umum Duerah vang sels

k1

s kapa

BAS 1T

D DAN TUJUAR

Maksud Peraturas
menunjang kelancaran
@  ebib efekiif ain epar o

pedoman dalam rangka
belanja tidak terduga agar

a. sebagal upaya
pelavanan penas
bencana;

b. sebagai landasan hukum
pencana dari pemerintz

ayanan puolik serta tercapainya
kepada  masyarakat korban

; sefiap  penanganan keadaan darurat

ai kepada masyarakal vang terkena bencana dan
dapat dipertanggungiawabkan secars administrasi maupun fisik sesuai
ketentuan peraturan serundang-undangan;dan

. c. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan’ pengembalian atas
kelebihan penerin dac tahun-tahun  sebelumnya yang telah
ditutup.

Ruang  lingkup ¢
pelaksanaan, penatauss!
monitoring  duan evs
Terduga yang menca
serta  pengempall
sebelumnya yane

S1E: o meliputi | penganggaran,
aporant  dan  pertanggungjawaban  serta
dan pertanggungjawaban Belanja Tidak

an bencana alam dan bencana sosial
a1 penerimaan daerah  tahun-tahun

mertih
:

gt gy £ 4
SIS SEEENY.

s fron
2R ®AS
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AB
ELANJA TIDAK TERDUGA

an Resatuy

Ty i
1 FILLATEY

(6)

Pemerintah
kemampuan xeuans
keadaan darvorat ben

a.
b,

oo

tidak E‘.'n?' -
bencana alam d
Belanja tidak terc
kelebihan penerim
ditutup.

Kegiatan &zum; bers:
vaitu untuk s
terhadap ambi iits
keamanan «é‘ft*
Dasar peny
dalam APRED un

<

:::Lzrakdn sebeiumnya
x.mmk pengembalian atas
sebelumnya  yang  telah

a scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
am o rangka pencegahan gangguan
: pemerintahan demi terciptanva
 rnasyarakat di daerah.
ridalr terduga yang dianggarkan
» aarurat, penanggulangan bencana
alam dan/atau asiik px;zzgembalia'n atas kelebihan
penerimaan dae sebelumnya  vang telah ditutup
ditetapkan dengan keputusan waliketa dan diberitahukan kepada DPRD
paling lama 1 (s=iy) buwan rterhifung sejak keputusan dimaksud
ditetapkarn.
Pengeluaran belanja antuk tanggap darurat schagaimana dimaksud pada
ayat {1} berdas: T van sulkan dari SKPD  yang
membidan kcan efisiensi dan efektifitas
serta mengiind sendanaan terhadap kegiatan-
kegiatan aran pendapatan dan  belanja
negara.
Belanja Ti
darurat,

untuk mendanai tanggap
:/atau, bencana sosial serta
dengan cara:

i mhnal dari belanja tidak

~

f 2N

akan

keputusan dimaksud

b. but, pimpinan instansi/lembaga
iap  pelaksanaan kegiatan

m}‘adi bencana,
& vang didanai melalui belanja

z* anggaran dari belanja

n beianje tidak terduga sesuai
tigunakan sesual kebutuhan pada

pencarian das Lencans;
pertolong
evakuas: k
kebutuhan air |

Pangan;
sandang;

o




pelayanan k
penampun

o
g.
0

1

untuk  kegiatan pencarian dan
raimana dimaksud dalam Pasal 6

(1} Penggunaan Tidak Terduws

penyelamaian korhan hencana set

11uru£ a,
a. E)ﬁlj
sesua

o uang lelat carian dan penyelan .atan korban sesuai dengan
Standai ' itetapkan oleh Walikota; dan
C. {Iansgn tasi art pertolongan korban berupa sewa

sarana udara can/atau pembelian bahan

bakar ; '
(2) Barana tra: dimaksuel dalam avat (1) huruf a
diperiuka o yvang tergabung dalam pencarian dan

penyelamat
(3) Penggunaan Belar
aiat ransport
(4} Peralatan ;
antara lain

Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli

nyelamatan korpan bencana yang dapat dibeli
wor, tali temali, lampu.senter, kabel, lampu,
nencaran dan penyelamaran kecil lainnya yang

(5} Pe tan e i odan 3 rbar. bencana yang dapat
1 : g : s, tabunge selam/oksigen dan alat berat
lzinnya.

n berat

Penggunaan
sehagain
a. sewa pera

mtuk  pet Mt}if}figdﬂ darurat bencana
uf b =lip

A ITANSDOTiS

udara;

b. pengadaan atau n/ataly bhahan  serta jasa yang
diperiukan : i '.idr}.g,sa‘.w‘ perbaikan tanggul, serta
perbaiks an/iembatan /dermaga/ helipad dararat

nentara Jdan tidak permanen.

A% - Ay
Fasal ©

Penggunaan

sebagaimana du

a. evakn 1@,; '
darat,
diperh

=svalkcuasi korban bencana
Pl

sewa sarana transportasi
<han bakar minyak yang
riu dipindahkan ke tempat

SOTDEN VANE pe

b. pengadaa

han evakilas:, vang r“f,hp 111 kantong mayat, tandu,

a?f L:rqay, cangan, sepaiy bhot, 1, pz,ra.latdn dan bahan
rakuiasi
Pasal 10

than kebutuhan air bersih
» huruf d meliputi:

Penggunaan
dan sanitasi, s




air bhersih di lokasi bencana

a. pengadaan ai s
maupun r:‘mria Eangran

b. pengadaan/
1. perbaik:
lingkung

2. Pengad;

c. sewa molhil
d. sewa alat
fungsi sumber 2

e. transporiasi, b
pembelian
ralatan ¢
peralatan s

ttan saluran air buangan untuk MCK dan drainase

toletr g oo

rana ransportast darat, air, udara, dan/atau
' pengiriman air bersih, pengiriman
dalam penvediaan air bersih, dan
cntara.

EITEELLE

(1) Penggun: untex pemenuhan  kebutuhan

px,w' an, Pasal 6 mjruz‘ meliputi;
8. ksl a;t dan penyediaan bahan

dalal z\{“‘}("rhldl‘.l pangan khusus
dan lansia;

pur lapangan siap pakai, alat dan
termasuk di dalamnya adalah

aksud }";ada ayvat {1} huruf c,

sat lain ke lokasi kejadian,

sungsian danj/atau tempat
a“zg‘—ada an dapur umum.

'az--w.:*r'«_ pemenuhan  kebutuhan
1 Pasal & huruf f, meliputi:
T dewaaa dan anak,

L, can perlengkapan khusus

ndang, berupa sewa sarana
fw nbehan bahan bakar

S

arana tv }"%:Ea a'yat (1) huruf b

pelayanan  keschatan,
put'-
+ khususnya di tempat

sasun, shampo, sikat gigi, pasta

ot

b=
i




santuan  obat-obatan, berupa sewa
a, dan/atau pembelian bahan bakar

C. iranspor
sarang (rai
Y,

(2) Sarana ir portasi s ana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
dlper'ui' Nt art bantuan ub at-cbatan dari tempat lain ke

untuk penampungan serta tempat
aksud dalam Pasal 6 huruf h,

‘antars  lain bedeng, barak, dan

atras, velbed, tikar, selimut,

c. alas vidur antara lain
antara  lain  kabel, lampu, dan

upa  peralatan dan bahan yang
cmpat  penampungan dan  tempat
vikan sederhana;

ribust peralatan untuk pengadaan
unian fsemuﬂa;a berupa sewa sarana
vembellan bahan bakar

pada ayat (1) huruf f
dan bahan pengadaan
ari tempat lain ke lokasi

berdasarkan  kebijakan
DPA-PPKD serta
Keputusan Walikota
sidangl penanggulangan bencana
li rzan kepada DPRD.

: dapat melakukan
arnva  vang selanjutnya

aejalo

i 88 2

paca ayat (2) sekurang-
tivitas pemerintah daerah
=211 daerah; dan

;.-.;.ngﬁaran dalam rangka

xket

1;;'3 untuk tanggap darurat




ja=
;—3
7
;:*
M
L‘\
it
:a
o

hasil penjadwalan ulang capaian target

inava dalam tahun anggaran berjalan;

h. dia.

{5) it terjadl setelah ditetapkannya perubahan
dapat melalukan pengeluaran yang belum
pengeluaran tersebut disampaikan dalam

(©) n sebagaimana dimaksud pada

dalam RKA-SKPD untuk
PPKD setelah memperoleh

Tidak 1 erdufra

{1) Setelah

M 3
melaksan

aran, Kepala SKPD  yang
menugaskan tim untuk
% ?umbangan selektif dan
i Qasar untuk mengajukan
© bencana kepada PPKD

T34 !FG\

R(,In

menilal TRencana Kebutuhan
-:,-i»( melaksanakan pencairan
SKPD yang melaksanakan
lHaatu) hart kerja terhitung

dengan mekanisme
seluaran SKPD  yang

simasn daerah tahun-tahun
aiuran perundang-undangan

- pada Buku Kas Umum
‘:MJD yang melaksanakan

penanggulangan  bencana
terhadap penggunaan dana

1 tanggap darurat bencana
:  melaksanakan  fungsi
an melampirkan bukti-bukti
pernyataan tanggungjawab

Tidak Terduga diberikan
= untuk pényelenggaraan




tanggap
pembelian
peraluran

n secar khusus  melalui
- gan efisien sesuai dengan

secara  khusus adalah bukt
¢ harus sesual dengan ketentuan
1 namurn dapat disamakan sebagai
: an;
meria penggunaan bantuan
porkan paling lambat 3 ({tiga)
weana berakhir, dilengkapi dan

pertanggun
perundang-
dokumen

ui vich pejabat setempat;
tik;

an termasuk personil;
vai ke lokasi bencana;

L)

[ sengadaan jasa;

1p darurat yang tidak
kas daerah melalui

terduga kepada DPRD

. fungsi penanggulangan
awaban dan penggunaan

nis belanja tidak terduga

bencana  menyampaikan
nbat. tanggal 10 (sepuluh)
lanja tidak terduga yang

pertang
bulan

e

i

k2t

Realise
terduga o

el
i

» cada laporan belanja tidak
111 Derkengaan.

.
ek
i

:iigan bencana bersama

zhuasl atas penggunaan




(2) PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembalian
belanja tidak terduga untuk tanggap darurat yang dilakukan oleh SKPD
yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.

(3). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur.

Pasal 22
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bitung.

- Ditetapkan di Bitung

OTA-BITUNG,

. Diundangkan di Bitung

SON HUMIANG, M.Si
{ UTAMA MADYA

SETDAKOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

12




IL.

PENJELASAN

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

UMUM

Dalam rangka pelaksanaan secara efektif dan efisien sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu disusun
Peraturan Walikota tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai
tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial
serta kebutuhan mendesak lainnya, serta penanganan konflik sosial,
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam
negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, serta
kelebihan atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Kebutuhan tanggap darurat berupa kegiatan pencarian dan
penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban
bencana, kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan,
penampungan serta tempat hunian sementara.

Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan dengan cara Walikota
menetapkan kegiatan yvang akan didanai dari belanja tidak terduga
dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepala DPRD paling lama
1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Atas
dasar kepurusan Walikota tersebut, SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana mengajukan usulan kebutuhan kepada PPKD
dan PPKD wajib meneliti rencana kebutuhan yang diajukan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

" Pasal 3

Cukup ielas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
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s lain: motor, mobil, truk, bus.
antara lain: perahu, motor boat,

lain: helikopter, pesawat terbang,

Pasal &

Fx P
LB

Pasal ©
Cuku

E=EE I

seperi nasi bungkus, roti dan sejenisnya;
uniuk bayi, ibu hamil, ibu
susu, makanan bayi, makanan

11” antara lain pakaian
gam, pakaian hangat,

i shalat/ibadah, dan

ok, bedongan, selendang,
! nbu untuk bayi dan




v sarung, kain, selimut,

wunila dewasa” adalah pembalut
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